
 

 
PERATURAN DAERAH  KABUPATEN PURWAKARTA 

 
NOMOR :  15  TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 

PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURWAKARTA, 
 

Menimbang :  a. bahwa anak merupakan amanah dan 
karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 
dalam dirinya melekat harkat dan 
martabat sebagai manusia seutuhnya, 
serta anak sebagai tunas bangsa 
merupakan generasi penerus cita-cita 
perjuangan bangsa, memiliki peran 
strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus 
yang menjamin kelangsungan eksistensi 
bangsa dan negara di masa depan, 
sehingga anak perlu mendapatkan 
kesempatan seluas-luasnya untuk 
kelangsungan hidupnya, tumbuh dan 
berkembang secara wajar, baik fisik, 
mental maupun sosial;  

 

b. bahwa di Kabupaten Purwakarta terdapat 
banyak anak terlantar yang perlu 
mendapatkan perlindungan dari berbagai 
bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi 



serta perlu diberikan bimbingan dan 
pembinaan; 
 

c. bahwa pemerintah daerah dan masyarakat 
berkewajiban dan bertanggung jawab 
terhadap penyelenggaraan perlindungan 
terhadap anak terlantar; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada 

huruf a, huruf b dan huruf c perlu 
dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten 
Purwakarta tentang Perlindungan Anak 
Terlantar; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang, 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1950, tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851);  

 
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3143); 
 

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 
Tentang Penyandang Cacat  (Lembaran 
Negara Republik IndonesiaI Tahun 1997 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3134); 

 



4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 
tentang Pengesahan ILO Convention 
Nomor 138 Concerning Minimum Age for 
Admission to Employment (Konvensi ILO 
mengenai Usia Minimum untuk 
Diperbolehkan   Bekerja) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 56,   Tambahan   Lembaran   
Negara   Republik Indonesia Nomor 3835); 

 

5. Undang-Undang  Nomor   39  Tahun  1999  
tentang  Hak   Asasi   Manusia (Lembaran   
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   
1999   Nomor   165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 

tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 
182 Concerning of Child Labour (Konvensi 
ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan 
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-
bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3941); 

 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235); 

 
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003, 
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279 );  



9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 

 
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 
95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4419); 

 
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
 

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967) ; 

 
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 



Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 5234); 

14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Pengesahan Optional Protocol To 
The Convention On The Rights Of The 
Child On The Sale Of Children, Child 
Prostitution And Child Pornography 
(Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak 
Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi 
Anak, Dan Pornografi Anak) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 5330); 

 
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 5334); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5294) ; 

 
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 5 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Anak; 

 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara 
Pembentukan Peraturan Daerah; 

 
  

 


